BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan di sebuah negara bukan hanya tanggung jawab
pemerintahnya saja tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh lapisan
masyarakat atau warga negara sebagai bagian dari negara tersebut. Pemerintahan
Indonesia sudah berupaya untuk meningkatkan perekonomian negara dalam
pembiayaan pembangunan salah satunya dengan cara mengolah sumber daya dalam
negeri demi kelangsungan hidup perekonomian negara serta mengurangi
ketergantungan dengan negara lain. Beberapa bidang yang sangat membantu negara
dalam meningkatkan perekonomian negara adalah expor, impor, perkebunan,

pertambangan maupun penerimaan pajak.

Penerimaan Pajak pada APBN tahun 2014 sebesar 74,0%, penerimaan ini
menurun 0,9% dari penerimaan pajak tahun sebelumnya yang sebesar 74,9%. Pada
APBN Tahun 2015 Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 8,3% atau
dengan total kontribusi penerimaan pajak sebesar 82,3% dan pada tahun 2016
mengalami kenaikan lagi dengan total penerimaan 82,6%. Pada APBN tahun 2017
penerimaan pajak mencapai 84,8% dan pada APBN tahun 2018 dominasi
penerimaan pajak mencapai 85,4% dari total pendapatan negara
(www.kemenkeu.go.id). Dari data APBN tahun 2013 — 2018  tersebut
membuktikan bahwa pajak selalu memberikan kontribusi terbesar dalam

penerimaan pendapatan negara. Sesuai dengan tujuannya pajak merupakan iuran



wajib masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam rangka
meningkatkan perekonomian negara dan menyukseskan pembangunan nasional.
Oleh karena itu peran dan tanggung jawab masyarakat untuk membayar pajak

sangatlah penting.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH (Mardiasmo,
2016:3) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum. Secara umum Pajak memiliki definisi sebagai iuran masyarakat yang
dipungut oleh Negara dan bersifat wajib. Pemungutan Pajak harus sesuai dengan
undang-undang dan ketentuan pajak yang berlaku. Masyarakat yang membayar
pajak tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung, namun pajak yang telah
dibayarkan digunakan untuk membiayai belanja negara yang bermanfaat untuk
kesejahteraan rakyat seperti membangun fasilitas umum untuk dapat digunakan

bagi seluruh masyarakat.

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem Self-assessment,
Sistem ini memberikan tanggung jawab dan kewajiban perpajakan khususnya
kepada setiap wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kewajiban dalam Pajak
Penghasilan maupun badan dalam Pajak Pertambahan Nilai untuk melakukan
hitung, setor, lapor secara mandiri. Dari sistem Self-assessment pemerintah
berharap agar wajib pajak memiliki rasa kejujuran dan kesadaran untuk melakukan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan umum dan undang-undang

perpajakan yang berlaku.



Pajak Pertambahan Nilai(PPN) adalah pajak yang dikenakan atas barang
atau jasa yang mendapatkan nilai tambah melalui proses produksi. Dalam Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Barang atau jasa yang telah mendapatkan nilai tambah
tersebut dikenal sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).
Setiap Orang Pribadi atau Badan yang dalam kegiatan usaha dan pekerjaannya
menghasilkan barang, mengimpor atau mengekspor barang, memanfaatkan Barang
Kena Pajak seharusnya wajib untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah memiliki omzet sebesar
Rp4.800.000.000. Setiap melakukan transaksi penjualan maupun pembelian
Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban untuk memungut dan menyetorkan
PPN. Dalam Pemungutan PPN Pengusaha biasanya mengenal istilah Pajak
Keluaran yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh
pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, jasa kena
pajak atau impor barang kena pajak. Selain pajak keluaran juga terdapat istilah
pajak masukan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau
penerimaan jasa kena pajak. Pengusaha Kena Pajak juga wajib membuat Faktur
Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak baik ekspor
maupun impor, karena Faktur Pajak ini merupakan bukti sah pungutan pajak yang
dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang

Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).



Salah satu istilah yang digunakan dalam pengenaan PPN adalah Restitusi
dan Kompensasi PPN. Restitusi dan Kompensasi PPN terjadi karena adanya
kelebihan pajak masukan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada
satu masa pajak. Kelebihan pajak masukan ini artinya, PKP dalam satu masa pajak
lebih banyak membayarkan PPN daripada memungut PPN. Atas kelebihan
pembayaran PPN ini, PKP diperbolenkan melakukan Restitusi dengan syarat dan
ketentuan yang berlaku atau mengkompensasikan ke masa pajak berikutnya.
Apabila pada masa pajak berikutnya PKP mengalami kurang bayar, maka dengan
kompensasi PPN dari masa sebelumnya kita bisa mengurangi kurang bayar tersebut

dengan jumlah lebih bayar masa sebelumnya.

Pada awal tahun 2018 tingkat restitusi sebesar 34,26 % dan mengalami
peningkatan pada awal tahun 2019 menjadi 47,83 %. Hal ini menjadi perhatian
khusus terutama untuk otoritas pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
(ww.pajak.go.id). Meningkatnya permintaan restitusi disinyalir menyebabkan
penerimaan PPN dan PPnBM mengalami penurunan. Sehingga pada tahun 2018
pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
yang menyatakan bahwa batas lebih bayar PPN yang berhak mendapatkan restitusi
mengalami peningkatan, untuk PPh orang pribadi dalam peraturan lama Rp 10 juta
menjadi Rp 100 juta, PPh wajib pajak badan dalam peraturan lama Rp 100 juta
menjadi Rp 1 miliar dan PPN untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam ketentuan

lama Rp 100 juta menjadi Rp 1 miliar. (www.cnnindonesia.com/Andry Novelino).



https://pajak.go.id/id/artikel/teropong-peningkatan-restitusi-pajak-di-awal-2019
http://www.cnnindonesia.com/

Dalam laporan ini, penulis membahas tentang kasus yang dialami PT.GAS.
PT.GAS adalah sebuah badan usaha yang bergerak sebagai distributor resmi LPG.
PT. GAS merupakan salah satu klien yang menggunakan jasa IPM Consultant
untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. PT. GAS melaksanakan kewajiban
pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perpajakan yang berlaku dan Pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Semarang yaitu akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan
sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Dalam pelaporan SPT Masa PPN PT. GAS
terjadi kelebihan pembayaran PPN pada bulan November dan Desember.
Berdasarkan permasalahan yang dibahas diatas maka Penulis ingin membahas dan
memberi analisis penyelesaian terkait masalah yang dialami oleh PT. GAS. dalam
laporan Tugas Akhir berjudul “PENYELESAIAN PPN LEBIH BAYAR-STUDI

KASUS PT. GAS”.

1.2 Perumusan Masalah
a) Bagaimana penghitungan PPN PT. GAS pada bulan November sampai
dengan bulan Desember 2018?
b) Bagaimana pelaporan SPT Masa PPN PT. GAS?
c) Apa penyebab terjadinya lebih bayar PPN PT. GAS pada bulan November
sampai dengan bulan Desember 2018?
d) Bagaimana tindakan yang dilakukan PT. GAS untuk menyelesaikan

permasalahan terkait kelebihan bayar PPN?



1.3 Tujuan Penulisan
a) Mengetahui penghitungan PPN PT. GAS pada bulan November sampai
dengan bulan Desember 2018.
b) Menjelaskan pelaporan SPT Masa PPN PT. GAS.
¢) Menganalisis sebab lebih bayar PPN PT. GAS pada bulan November
sampai dengan bulan Desember 2018.
d) Mengetahui tindakan yang dilakukan oleh PT. GAS untuk menyelesaikan

kelebihan pembayaran PPN.

1.4 Manfaat Penulisan
a) Bagi Penulis
Penulisan laporan ini dapat memperoleh pengetahuan tentang
perhitungan serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dalam SPT Masa PPN
serta menambah wawasan dalam menangani kasus PPN dan
penyelesaiannya berdasarkan UU PPN yang berlaku serta membuka
kembali teori PPN yang telah diterima selama masa perkuliahan.
b) Bagi Pembaca
Penulis berharap dapat menjadi sumber ilmu dan menambah

informasi bagi pembaca dalam hal Pajak Pertambahan Nilai.

c) Bagi Perusahaan Lebih Bayar



Perusahaan dapat menambah pengetahuan dan informasi terkait
PPN. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi Wajib Pajak

dalam menyelesaikan permasalahan ketika terjadi kelebihan bayar PPN.

1.5 Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan dalam Tugas akhir ini

Penulis telah

menyusunnya kedalam lima bab yang nantinya akan dijelaskan pada masing —

masing bab.

Berikut adalah bab yang akan dibahas pada laporan ini, antara lain :

BAB | : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, perumusan masalah, tujuan

penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB Il : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan untuk membahas dan

menyelesaikan kasus Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai.

BAB Il : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENULISAN

Pada Bab ini akan membahasa tentang secara singkat mengenai gambaran Inti
Pembinaan Manajemen (IPM) Consultant dan metode yang diambil penulis dalam

menyusun Tugas Akhir ini.

BAB IV : PEMBAHASAN



Dalam bab ini berisi tentang uraian penulis terkait analisa guna untuk mengetahui
tentang permasalahan yang dialami oleh PT. GAS dan penyelesaian yang akan

dilakukan melalui beberapa analisis yang cocok untuk menangani masalah ini.
BAB V : PENUTUP

Pada bagian penutup, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan pada laporan ini

dan juga memberikan saran sebagai penyelesaiannya.



